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	PENDAHULUAN

	
	
Hasil Operasional kepolisian bertujuan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dan berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pemerintah,  maka Polri memandang perlu adanya standar keberhasilan operasional kepolisian yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian yang telah dilaksanakan. 
Standar keberhasilan operasional kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri harus dapat diukur secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelaksanaan operasional kepolisian berikutnya.
Dalam Modul ini membahas tentang pengantar standar keberhasilan operasional polri dan teknis penilaian yang meliputi : pengertian yang berkaitan dengan standar keberhasilan kegiatan kepolisian
Tujuannya agar peserta didik memahami tentang dasar pengukuran, sasaran pengukuran, unsur unsur sasaran kegiatan kepolisian, pengukuran kegiatan kepolisian, keberhasilan kegiatan kepolisian
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	STANDAR Kompetensi

	
	
Memahami standar keberhasilan operasional polri
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	Kompetensi Dasar

	
	
1. Memahami standar keberhasilan kegiatan kepolisian

Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan dasar pengukuran.
b. Menjelaskan sasaran pengukuran.
c. Menjelaskan unsur-unsur sasaran kegiatan kepolisian.
d. Menjelaskan pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian
e. Menjelaskan kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.

2. Memahami standar keberhasilan operasi kepolisian.

Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan dasar pengukuran.
b. Menjelaskan sasaran pengukuran.
c. Menjelaskan unsur-unsur sasaran operasii kepolisian
d. Menjelaskan pengukuran keberhasilan operasi kepolisian
e. Menjelaskan kategori keberhasilan operasi kepolisian.

3.   Mampu menerapkan penilaian kebrhasilan kegiatan kepolisian
a. Mempraktekkan penilaian keberhasilan kegiatan rutin
b. Mempraktekkan penilaian keberhasilan rutin yang ditingkatkan

4. Mampu menerapkan penilaian kebrhasilan operasi kepolisian
a. Mempraktekkan penilaian secara kuantitatif operasi kepolisian
b. Mempraktekkan penilaian kualitatif operasi kepolisian
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	Materi PELAJARAN

	
	
1. Pokok Bahasan 
Sistem operasional polri

Sub Pokok Bahasan	
a. Operasional polri.
b. Syarat operasional polri.
c. Prinsip dan azas operasional polri.
d. Pola dan sifat operasional polri
e. Penyelenggaraan operasional polri.

2. Pokok Bahasan
Standar keberhasilan operasi kepolisian

Sub Pokok Bahasan
a. Dasar pengukuran.
b. Sasaran pengukuran
c. Unsur-unsur sasaran operasi kepolisian
d. Pengukuran keberhasilan operasi kepolisian
e. Kategori keberhasilan operasi kepolisian

3. Pokok Bahasan
Mempraktekkan penilaian keberhasilan kegiatan kepolisian

Sub Pokok Bahasan
a. Penilaian keberhasilan kegiatan rutin
b. Penilaian keberhasilan rutin yang ditingkatkan

4. Pokok Bahasan
Mempraktekkan penilaian keberhasilan kegiatan operasi kepoliaian

Sub Pokok Bahasan
a. Penilaian secara kuantitatif operasi kepolisian
b. Penilaian secara kualitatif operasi kepolisian


	
	



	[image: ]
	Metode  Pembelajaran

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi:
1. Metode ceramah. 
	Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang standar keberhasilan operasional dan teknis penilaian 
2. Metode brain storming.
	Metode ini digunakan untuk menggali pendapat peserta didik tentang standar keberhasilan operasional dan teknis penilaian 
3. Metode tanya jawab.
	Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.
4. Metode drill.
	Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik tentang teknis penilaian keberhasilan kegiatan kepolisian dan perasi kepolisian
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	Bahan dan Alat

	
	1. Bahan
a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
b. Perkap Nomor : 1 tahun 2019 tanggal 10 April 2019 Siatem Manajemen dan standar keberhasilan operasional kepolisian negara republic indonesia
2. Alat 
a. Whiteboard.
b. Papan Flipchart.
c. Kertas flipchart.
d. Komputer/laptop.
e. LCD dan screen.
f. Alat tulis.
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	Proses Pembelajaran

	
	
1. Tahap awal: 10 menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :
a. Pendidik melaksanakan perkenalan.
b. Pendidik mengeksplor pemahaman peserta yang berkaitan dengan materi.
c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti 1: 210 menit
a. Pendidik menjelaskan materi tentang pengertian yang berkaitan dengan standar keberhasilan kegiatan kepolisian, standar kegiatan operasi kepolisian
b. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
c. Pendidik membuka forum tanya jawab.

3. Tahap inti 2: 110 menit
a. Pendidik memberikan scenario latihan tentang materi standar keberhasilan operasional dan teknis penilaian kegiatan kepolisian
b. Pendidik menugaskan peserta didik untuk  membuat penilaian tentang manajemen operasional polri
c. Pendidik menfasilitasi jalannya praktek pembuatan penilaian manajemen operasional polri

4. Tahap inti 3: 110 menit
a. Pendidik memberikan scenario latihan tentang materi standar keberhasilan operasional dan teknis penilaian operasi kepolisian
b. Pendidik menugaskan peserta didik untuk  membuat penilaian tentang manajemen operasional polri
c. Pendidik menfasilitasi jalannya praktek pembuatan penilaian manajemen operasional polri
.
5. Tahap akhir: 10 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.
b. Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan penguasaan materi.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
d. Pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.

6. Pencapaian kompetensi : 90 Menit





	
	Tagihan/Tugas

	
	
1. Peserta didik diminta mengumpulkan penugasan penilaian keberhasilan operasi dan kegiatan.
2. Peserta didik mengumpulkan resume materi.



	
	Lembar Kegiatan

	
	
1. Naskah scenario (terlampir)
2. Lembar penilaian kberhasilan operasi dan kegiatan
3. Lembar tugas resume materi.
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	Bahan Bacaan

	
	
STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI 

Hasil Operasional kepolisian bertujuan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dan berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pemerintah,  maka Polri memandang perlu adanya standar keberhasilan operasional kepolisian yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian yang telah dilaksanakan. 
Standar keberhasilan operasional kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri harus dapat diukur secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelaksanaan operasional kepolisian berikutnya.
1. STANDAR KEBERHASILAN KEGIATAN KEPOLISIAN
a.	Dasar Pengukuran
1)	untuk dapat mengukur standar keberhasilan kegiatan kepolisian dilakukan dengan merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/ hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
2)	setiap fungsi operasional kepolisian wajib menyusun Sasaran Kegiatan Kepolisian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a)	jelas, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;
b)	dapat diukur, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diukur secara:
(1)	kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah sasaran kegiatan yang di tetapkan, jumlah hasil capaian sasaran kegiatan; dan 
(2)	kualitas seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang;
c)	relevan, yaitu tindakan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas fungsi masing-masing;
d)	dapat dicapai, yaitu tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan personel pada fungsi masing-masing;
e)	memiliki target waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya;
f)	didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan
g)	dilengkapi dengan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. 
b.	Sasaran Pengukuran
Kegiatan Kepolisian memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
Sasaran Kegiatan Kepolisian yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Kasatwil/Kasatfung sebagai kontrak terhadap kegiatan kepolisian.
c.	Unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)
1)	kegiatan kepolisian (kegiatan rutin dan kegiatan rutin yang ditingkatkan).
Setiap kegiatan kepolisian  yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;
2)	sasaran
a)	setiap pelaksanaan kegiatan kepolisian harus ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran keberhasilan kegiatan, meliputi aspek sebagai berikut: 
(1) jenis kegiatan kepolisian yang dilaksanakan;
(2) menentukan sasaran kegiatan kepolisian;
(3) hasil capaian kegiatan kepolisian;
(4) nilai keberhasilan diukur dari capaian hasil dibagi sasaran kegiatan dikalikan 100, hasilnya merupakan capaian keberhasilan;
(5) jumlah nilai total keberhasilan merupakan jumlah dari seluruh nilai keberhasilan yang dicapai dibagi banyaknya jenis kegiatan; dan
(6) keterangan untuk memberikan penjelasan bilamana diperlukan; 
b)	sasaran kegiatan kepolisian harus mancakup aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dengan memperhatikan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing satuan fungsi/satuan kerja/unit kerja;	
3)	penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)
a)	penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian untuk Kegiatan Rutin.	
	Penyusunan SKK untuk Kegiatan Rutin dibuat dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
Contoh (Direktorat Sabhara/Satuan Sabhara/Unit Sabhara):
(1) melaksanakan Turjawali guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam setiap kegiatan masyarakat;
(2) melaksanakan TPTKP;
(3) melaksanakan pelayanan prima di bidang Sabhara;
(4) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas Turjawali; dan
(5) melaksanakan penggelaran personel Sabhara Polri           di kewilayahan dalam rangka mencegah potensi konflik sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial; 
b)	penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian untuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)
Penyusunan SKK untuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dibuat dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek yang merupakan Gabungan Fungsi utama dan/atau melibatkan Stakeholders yang  dikendalikan oleh Asops Kapolri untuk tingkat Mabes, Karoops untuk tingkat Polda, Kabagops untuk tingkat Polres dan Kapolsek untuk tingkat Polsek, secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya. 
Contoh Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tingkat Polda:
	melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, antara lain:
(1) melaksanakan pengamanan kegiatan sepak bola;
(2) melaksanakan pengamanan konser musik;
(3) melaksanakan pengamanan pengajian akbar; dan
(4) melaksanakan pengamanan perselisihan antar kampung/ desa;
d.	Pengukur Keberhasilan Kegiatan Kepolisian
1)	pengukuran Kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:
a) unsur pengawasan;
b) unsur pengendali;
c) Pembina fungsi utama; dan
d) Kepala Kesatuan;
2)	waktu pelaksanaan pengukuran:
a) tingkat Mabes dua kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada semester I untuk penilaian bulan Januari s.d. Juni  yang penilaiannya dilakukan pada bulan Juli dan semester II untuk penilaian bulan Juli s.d. Desember yang penilaiannya dilakukan pada bulan Desember;
b) tingkat Polda dilaksanakan 4 kali, yaitu pada setiap Triwulan (tiga bulan); 
c) tingkat Polres dilaksanakan 12 kali dalam setahun; dan
d) tingkat Polsek setiap minggu;
e.	Kategori Keberhasilan Kegiatan Kepolisian: 
1)	pengukuran/penilaian secara kuantitatif
nilai capaian Sasaran Kegiatan Kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:
a) 91-100: sangat baik;
b) 76-90  : baik;
c) 61-75  : cukup;
d) 51-60  : kurang; dan
e) 0-50    : sangat kurang;
 	Pedoman dalam menentukan nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian sebagai berikut:
	  X 100 = Nilai Keberhasilan 
2)	pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara.

2.	STANDAR KEBERHASILAN OPERASI KEPOLISIAN
a.	Dasar Pengukuran	
1)	untuk dapat mengukur pencapaian keberhasilan operasi kepolisian dilakukan dengan merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi yang meliputi:
a) terlaksananya operasi kepolisian sesuai dengan Renops yang telah ditetapkan;
b) tercapainya target operasi yang telah ditetapkan dalam Renops minimal 60 % dan berimbang dengan dukungan anggaran operasi; 
c) tidak menimbulkan kerugian jiwa, harta dan benda dipihak petugas maupun masyarakat;
d) kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat; dan
e) tercapainya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari; 
2)	setiap fungsi operasional kepolisian wajib menyusun Sasaran Operasi Kepolisian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a)	jelas, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;
b)	dapat diukur, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diukur secara:
(1)	kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah sasaran kegiatan yang di tetapkan, jumlah hasil capaian sasaran kegiatan; dan
(2)	kualitas seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang;
c)	relevan, yaitu tindakan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas fungsi masing-masing;
d)	dapat dicapai, yaitu tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan personel pada fungsi masing-masing;
e)	memiliki target waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya;
f)	didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan
g)	dilengkapi dengan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas yang diemban; 
b.	Sasaran Pengukuran
1)	penilaian keberhasilan operasi kepolisian berdasarkan pada kesiapan operasi yang meliputi Asta Siap, yaitu:
a) Siap Pilun (Piranti Lunak);
b) Siap Posko;
c) Siap Latpraops;
d) Siap Kondisi Kamtibmas;
e) Siap Masyarakat;
f) Siap Kuat Personel;
g) Siap Sarana Prasarana/Logistik; dan
h) Siap Anggaran.
2)	di samping dasar pengukuran di atas, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan operasi kepolisian juga didasarkan pada dampak negatif operasi (side effect) yang timbul.
c.	Unsur-Unsur Sasaran Operasi Kepolisian 
1)	Operasi Kepolisian (Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Kewilayahan Tingkat Polda dan Operasi Kewilayahan Tingkat Polres).
	Setiap Operasi Kepolisian yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Operasi sebagai implementasi bentuk penanggulangan PG, AG dan GN yang tidak bisa  diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian berdasarkan pada perkiraan khusus (Kirsus) intelijen;
2)	sasaran
a)	setiap pelaksanaan Operasi Kepolisian harus ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan secara jelas melalui  analisis bentuk sasaran, waktu, tempat, dan aspek-aspek yang menyertainya, yang dipertajam menjadi Target Operasi (TO),  meliputi:
(1) orang;
(2) benda;
(3) lokasi atau tempat; dan
(4) kegiatan;
b)	sasaran Operasi Kepolisian harus mencakup aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dengan memperhatikan karakteristik, sifat dan jenis Operasi Kepolisian;
3)	penyusunan sasaran Operasi Kepolisian 
a)	penyusunan sasaran Operasi Kepolisian Terpusat dibuat oleh Mabes Polri; 
b)	penyusunan sasaran Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda dibuat oleh Polda; 
c)	penyusunan Sasaran Operasi Kewilayahan Tingkat Polres
dibuat oleh Polres. 
d.	Pengukur Keberhasilan Operasi Kepolisian 
1)	pengukuran keberhasilan operasi kepolisian dilaksanakan oleh:
a) unsur pengawasan;
b) unsur pengendali;
c) Pembina fungsi utama; dan
d) Kepala Kesatuan;
2)	waktu pelaksanaan pengukuran:
	waktu pelaksanaan pengukuran Keberhasilan Operasi Kepolisian dilaksanakan setelah Operasi Kepolisian dilaksanakan.
e.	Kategori Keberhasilan Operasi Kepolisian 
1)	penghitungan secara kuantitatif, meliputi:
a) 	penilaian keberhasilan Operasi Kepolisian, nilai capaian Sasaran Operasi Kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:
(1) 91-100: sangat baik;   
(2) 76-90: baik;              
(3) 61-75: cukup;            
(4) 51-60: kurang; dan    
(5) 0-50: sangat kurang;  
b)	pengukuran keberhasilan operasi kepolisian secara kuantitatif adalah dengan menjumlahkan penghitungan Nilai Keberhasilan Operasi Kepolisian pada huruf (3) kemudian dibagi dengan jumlah penghitungan.

 = Nilai Keberhasilan Kuantitatif
c)	Penghitungan Nilai Keberhasilan Operasi Kepolisian
(1) 	pencapain TO dalam pelaksanaan operasi                      dibandingkan dengan jumlah TO yang ditetapkan dikalikan 100 %; 
 x 100 =  NKTO       
Catatan:
(1)	CTO adalah Capaian Target Operasi
(2)	JTO adalah Jumlah Target Operasi yang ditetapkan
(3)	NKTO adalah Nilai Keberhasilan Target Operasi 
(2) 	membandingkan antara jumlah personel/ kemampuan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi  dengan jumlah personel/kemampuan yang ditetapkan  dikalikan 100%; 
 x 100 =  NKJKP       
Catatan:
(1)	CJKP adalah Capaian Jumlah/kemampuan personel 
(2)	JTJKP adalah Jumlah Target Jumlah/ kemampuan personel
(3)	NKJKP adalah Nilai Keberhasilan Target Operasi 

(3) 	membandingkan jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan dikalikan 100 %; 

 x 100 =  NKA       
Catatan:
(1) JAYT adalah Jumlah Anggaran Yang Tersedia
(2)	JAYD adalah Jumlah Anggaran Yang Dibutuhan 
(3)	NKA adalah Nilai Keberhasilan Anggaran 

(4) 	membandingkan jumlah sarana prasarana yang yang tersedia dalam pelaksanaan operasi dengan sarana  prasarana yang di tetapkan dikalikan 100 %; 

 x 100 =  NKSP       
Catatan:
(1)	JSPT adalah Jumlah Sarana Prasarana Yang Tersedia
2)	JSPD adalah Jumlah Sarana Prasarana Yang Ditetapkan 
(3)	NKSP adalah Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana 
(5) 	membandingkan pilun yang dibuat dalam pelaksanaan operasi dengan ketentuan Pilun yang harus tersedia sesuai ketentuan dikalikan 100 %; 


	 x 100 =  NKP       
Catatan:
(1)	JPYD adalah Jumlah Pilun Yang Dibuat
(2)	JPYS adalah Jumlah Pilun Yang Seharusnya
(3)	NKP adalah Nilai Keberhasilan Pilun

contoh penghitungan keberhasilan Target Operasi secara kuantitatif sbb:
 x 100% =  NKTO             x 100% =  60 %      

2)	penghitungan secara kualitatif meliputi:
a)	penghitungan keberhasilan berdasarkan pendapat masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan operasi kepolisian (dalam bentuk kuesioner);
b)	penghitungan keberhasilan tentang waktu operasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara waktu pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian (dalam bentuk kuesioner); dan
c)	penghitungan keberhasilan operasi dilakukan dengan pendataan ada atau tidaknya hal-hal yang tidak terduga sebagai efek samping (side effect) berupa kerusakan harta benda atau korban jiwa diluar target operasi (dalam bentuk pendataan).
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	Rangkuman

	
	

1. Standar keberhasilan operasional kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri harus dapat diukur secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelaksanaan operasional kepolisian berikutnya.
2. standar keberhasilan kegiatan kepolisian
a. Dasar Pengukuran
untuk dapat mengukur standar keberhasilan kegiatan kepolisian dilakukan dengan merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/ hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah
b. Sasaran Pengukuran
Kegiatan Kepolisian memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
Sasaran Kegiatan Kepolisian yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Kasatwil/Kasatfung sebagai kontrak terhadap kegiatan kepolisian
c. Unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)
kegiatan kepolisian (kegiatan rutin dan kegiatan rutin yang ditingkatkan).
Setiap kegiatan kepolisian  yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur
d. Pengukur Keberhasilan Kegiatan Kepolisian
pengukuran Kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:
1) unsur pengawasan;
2) unsur pengendali;
3) Pembina fungsi utama; dan
4) Kepala Kesatuan
e. Kategori Keberhasilan Kegiatan Kepolisian
1) pengukuran/penilaian secara kuantitatif
2) pengukuran/penilaian secara kualitatif
3. standar keberhasilan operasi kepolisian
a. Dasar pengukuran
b. Sasaran pengukuran
c. Unsur-unsur sasaran operasi kepolisian
d. Pengukur keberhasilan operasi kepolisian
e. Kategori keberhasilan operasi kepolisian
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	Latihan

	
	1. jelaskan dasar pengukuran !.
2. jelaskan sasaran pengukuran!.
3. Jelaskan unsur-unsur sasaran kegiatan kepolisian!.
4. jelaskan pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian!
5. jelaskan kategori keberhasilan kegiatan kepolisian !.
6. jelaskan dasar pengukuran!.
7. jelaskan sasaran pengukuran.
8. jelaskan unsur-unsur sasaran operasii kepolisian
9. jelaskan pengukuran keberhasilan operasi kepolisian
10. jelaskan kategori keberhasilan operasi kepolisian.
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